
SALINAN 

BUPATISEKADAU 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SEKADAU 

NOMOR 45 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 20 TAHUN 2018 

TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 

LENGKAP DI KABUPATEN SEKADAU 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEKADAU, 

a. bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

meliputi seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh 

wilayah Indonesia, yang dilaksanakan melalui 

kegiatan PTSL atau gabungan dari kegiatan PTSL 

dengan program dan/ atau kegiatan salah satunya 

sertipikasi masal redistribusi tanah obyek landrefonn; 
b. bahwa ketentuan dalam peraturan Bupati Sekadau 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten 
Sekadau belum mengatur secara lengkap tentang 
obyek PTSL sehingga perlu dilakukan perubahan,agar 
dapat mengakomodir obyek kegiatan pendaftaran 

tanah sesuai dengan program dan/ a tau kegiatan 

Kantor Pertanahan di wilayah Kabupaten Sekadau; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Pera tu ran Bupati ten tang Peru bahan 

Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 20 Tahun 

2018 Ten tang Pembiayaan Persia pan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sekadau; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2013); 

- - 



2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten 

Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4344); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, 

Tam.bah.an Lembaran Negara Repu blik Indonesia 

Norn or 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6206); 

9. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 

Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 

Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 107); 

10. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 501); 

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sekadau Nomor 7); 

12. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap di Kabupaten Sekadau (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20). 

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2018. 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 

20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN 

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI 

KABUPATEN SEKADAU 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis 



Lengkap di Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten 
Sekadau Tahun 2018 Nomor 20) diubah sebagai berikut: 

1. Di antara BAB II dan BAB Ill disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB 

IIA sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BABIIA 

OBYEKPTSL 

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkanl (satu) pasal yakni 
Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3A 

( 1) PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran 
tan ah di seluruh wilayah Repu blik Indonesia. 

(2) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah 

yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah 

hak, baik merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah 
Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 

Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat 

hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landrefor, 
tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya. 

(3) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat 
(2) meliputi baik bidang tanah yang sudah ada tanda 

batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya 
dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. 

(4) Pelaksanaan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan melalui program dan anggaran khusus 

PTSL, atau gabungan dari program PTSL dengan program 

dan/atau kegiatan lain, yaitu: 

a. Program Nasional Agraria/Program Daerah Agraria 

(PRONA/PRODA); 

b. Program Lintas Sektor; 

c. kegiatan dari Dana Desa; 

d. kegiatan massal swadaya masyarakat; 

e. program atau kegiatan sertipikasi massal redistribusi 

tanah obyek landrefonn, konsolidasi tanah, dan 

transmigrasi; atau keg:iatan massal lainnya, gabungan 

dari beberapa atau seluruh kegiatan sebagaimana 
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dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(5) Dalam ha! lokasi tanah obyek redistribusi tanah landreform 

ditetapkan sebagai obyek PTSL maka dengan sendirinya 
dikeluarkan dari obyek landrefonn dan pelaksanaan 

pendaftaran tanahn_ya dilakukan melalui mekanisme PTSL. 

3. Diantara Pasal 7 ayat (!) dan ayat (2) disisipkanl (satu) ayat 
yakni ayat (IA) yang berbunyi sebagai berikut: 

(IA) Dalam ha! kebutuhan patok sebagai tanda - tanda batas 

bidang tanah dan materai jumlahnya melebihi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b, 

dapat dilakukan pengadaan yang jumlahnya 
menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sekadau. 

Ditetapkan di Sekadau 
Pada tanggal 5 Oktober 2018 

BUPATI SEKADAU, 

TTD 

RUPINUS 

Diundangkan di Sekadau 
pada tanggal 5 Oktober 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

TTD 

ZAKARIA 

SERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 45 

Salinan Sesuai dengan nslinya 
KEPALA SAGAN HIJKUM 

.), 
•• Ji@iii. 
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